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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang dalam 

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Di Desa Suru Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik 

akad pinjaman uang dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di 

Desa Suru Kecamatan Dawarblndong Mojokerto? 2) Bagaimana hukum Islam terhadap akad 

pinjaman uang dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di Desa 

Suru Kecamatan Dawarblandong Mojokerto? 

Jenis pendekatan yang d gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, 

yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan data non-nomerik dengan berupa memo, catatan 

lapangan, vidio, dokumen pribadi, naskah wawancara, foto atau dokumentasi resmi lainya. 

Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data 

skunder yaitu berupa buku, jurnal, berita dan sebagainya. Penulis menganalisa dengan teknik 

analisa data mengunakan deskriptif, dengan begitu penulis dapat mendeskripsikan dan 

mengambarkan maslaah mengenai akad Mekaar di desa Suru. 

Dalam penelitian dapat di simpulkan bahwa, pertama melihat dari syarat dan 

ketentuan dalam program Mekaar ini sudah sesuai, namun praktik program Mekaar di desa 

Suru menurut hukum Islam terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai, di antaranya: 1) tidak 

trasparan, ketidakjujuran oleh nasabah terhadap syarat dan ketentuan program Mekaar 

sehinga menyebabkan akad tidak sah 2) terdapat nasabah yang lalai dan sengaja tidak 

mengembalikan uang pinjaman sehinga sangat bertentangan dengan fatwa DSN dan ajaran 

Islam 3) meski bunga yang di bebankan tergolong kecil dan di peruntukan untuk biaya 

administrasi namun akibat dari nasabah yang berhutang berkali-kali maka jumlah hutang dan 

tambahanya juga semakin besar. Sehinga tidak ada peningkatan kesejahteraan yang terjadi di 

dalamnya, justru menyebabkan nasabah terlilit hutang dan berujung pada dampak-dampak 

buruk lainya. 

Diakhir penulisan ini penulis menyertakan saran yaitu sebaiknya pihak program 

Mekaar harus bisa lebih teliti, ketat, patuh pada tujuan utama program dan sesuai ketentuan- 

ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memberikan sosialisasi kepada tim program Mekaar agar bisa berjalan dengan selaras. 

Kemudian diharap nasabah program Mekaar harus lebih bertangungjawab dan menjaga 

komitmenya atas kesepakatan yang telah ditentukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Dalam Islam, Allah SWT telah mengatur segala macam aktivitas manusia 

di bumi sebagaimana yang diterangkan dalam Qur‟an Surat berikut ini :  

( مَا ْ كَََْْ ٰـ ْْإلَِّْْأزَۡسَهۡىَ
همَِيهَْْزَحۡمَت   ٰـ ١ٓٔ)ْنِّهۡعَ  

 

  “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk    

[menjadi] rahmat bagi semesta alam” (QS. Al Anbiya: 107)
1
 

 

Berdasarkan QS. Al Anbiya ayat 107 menerangkan bahwa Islam 

merupakan agama yang penuh rahmat bagi seluruh manusia. Melalui hukum Islam 

atau syariat Islam, Allah telah mengatur segala aspek kehidupan, baik agama, 

sosial, budaya, politik dan aspek kehidupan yang lain. Dalam pengertiannya, 

hukum Islam merupakan kaidah-kaidah berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits yang 

diperuntutkan bagi yang diyakini dan diakui sebagai mukallaf (orang yang telah 

dapat dibebani kewajiban). Sedangkan syariat menurut Istilah dapat diartikan 

sebagai hukum Allah SWT yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang mengatur 

tentang kepercayaan (Aqidah) maupun amaliyah. Islam juga mengatur tentang 

hubungan antar manusia, yang mana hukum Islam tersebut bersumber dari Al-

                                                   
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan penyelenggara 

penterjemah/pentafsir Al-Quran, 1971) 508 
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2 
 

Qur‟an dan Hadits.
2
 Kedua sumber ini merupakan sumber utama dalam ajaran 

agama Islam. Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam hal penafsiran dan 

aplikasi namun para ulama setuju bahwa keduanya merupakan sumber rujukan 

utama bagi hukum Islam. 

 Begitu juga dengan urusan hutang, Allah telah mengaturnya dala QS. Al-

Ma‟un ayat 7 dan Al-Hadid ayat 11 

( يمَۡىعَُُنَْ ١)ْٱنۡمَاعُُنَََْْ   
        

“dan enggan [menolong dengan] barang berguna”  (Al- Maun: 7)
3
 

 

اْٱلَلَّْْيقُۡسِضُْْٱنرَِِْذَاْمَه اْقسَۡض  عِفًَُْْحَسَى   ٰـ نًَُْْْۥنًَُْْْۥفيَضَُ ْكَسِيم ْ ْأجَۡس ْ ْۥََْۤ
( (ٔٔ  

 

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat-gandakan [balasan] pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-

Hadid: 11)
4
 

 

 Dengan adanya dua ayat diatas maka dapat dipahami bahwa Allah 

memperbolehkan aktivitas pinjam-meminjam atau dikenal dalam masyarakat 

“hutang”. Tentu hal ini berdasarkan alasan tolong-menolong antar sesama. 

Namun, Islam tidak semata-mata memperbolehkan semua jenis hutang di 

                                                   
2Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.  
3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan penyelenggara 

penterjemah/pentafsir Al-Quran, 1971) 1108 
4 Ibid.,902. 
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masyarakat karena terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh 

muslim yang mengatur hutang tersebut. 

Hutang merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan manusia saat ini. Sebab, manusia adalah Homo economicus yang 

mengartikan bahwa manusia memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhannya.
5
  

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. 

Manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan, pakan namun lebih dari tiga komponen tersebut.  

Gaya hidup masyarakat yang semakin hari berkembang menyebabkan 

masyarakat tidak hanya ingin mencukupi apa yang mereka butuhkan melainkan 

hasrat untuk mencukupi apa yang mereka inginkan. Sebagaimana dikenal istilah 

kebutuhan (need) dan keinginan (want) dalam kehidupan masyarakat saat ini.
6
 

Sedangkan rasa ingin memiliki sesuatu tidak akan pernah berhenti dan cukup. 

Dengan adanya faktor tersebut masyarakat menjadi gemar untuk berbelanja yang 

mendorong mereka menjadi boros dan konsumtif. Namun hal demikian 

                                                   
5 Suyatno, T., Chalik, H.A., Sukada, Anan-da, C.T.Y., & Marala. D.T. (2007). Dasar-

dasar perkreditan (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dalam Theda Renanita 

dan Rahmat Hidayat, ”Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan 
Berpenghasilan Tetap”, Jurnal Psikologi Volume 40, No. 1, Juni 2013: 92 – 101  

6
 Setyowati, E., Damayanti, R., Subagyo, Badrudin, R., Suryawati, Algifari, & 

Purnamawati,. A. (2003). Ekonomi mikro pengantar edisi dua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YKPN Dalam Theda Renanita dan Rahmat Hidayat, ”Faktor-faktor Psikologis Perilaku 

Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap”, JURNAL PSIKOLOGI VOLUME 40, NO. 1, 

JUNI 2013: 92 – 101  
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berbanding terbalik dengan kemampuan seseorang untuk memenuhinya yang 

terbatas. Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan tersebut dalam bentuk permodalan yang disebut kredit. 

 Dalam data yang diungkapkan oleh Harian Bisnis Indonesia yang terbit 

Kamis, 16 September 2010 berdasarkan data dan informasi Direktorat Kredit, 

BPR, dan UMKM Bank Indonesia, mengatakan bahwa kontribusi terbesar pada 

ekspansi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu kredit konsumsi 

sebesar Rp 47,1 triliun (46,1%).  Penyaluran dana kredit konsumsi ini lebih besar 

dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja berjumlah Rp 35,8 

triliun (35%) dan kredit investasi berjumlah Rp 19,3 triliun (18,9%). Besarnya 

penyaluran dana kredit ini menunjukkan jika kredit konsumsi mendominasi 

penyaluran kredit di sektor perbankan.
7
  

 Hutang dapat memberi manfaat positif bagi perekonomian namun juga 

dapat menimbulkan problem tersendiri jika peminjam tidak mampu memenuhi 

kewajibannya. Risiko bisa ditimbulkan dari tingginya tingkat kredit konsumsi ini 

antara lain adalah (1) mengurangi tingkat konsumsi di masa depan dan 

mengganggu aktivitas ekonomi, (2) meningkatkan kebangkrutan perorangan dan 

                                                   
7Harian Bisnis Indonesia (Kamis, 16 September 2010) Dalam Theda Renanita dan 

Rahmat Hidayat, ”Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan 

Tetap”, JURNAL PSIKOLOGI VOLUME 40, NO. 1, JUNI 2013: 92 – 101 
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tingginya tingkat kelalaian pembayaran. Bagi debitur yang memiliki hutang akibat 

penggunaan kredit secara berlebihan dan tidak mampu membayar konsekuensi 

kreditnya umumnya akan mengalami konsekuensi finansial negatif seperti 

penyitaan rumah, serta dapat mengalami stres dan depresi sebagai konsekuensi 

psikologis negatif.
8
 

 Pinjaman uang atau hutang bisa didapatkan seseorang baik secara 

konvensional maupun online. Hutang ini biasanya dilakukan antar individu pada 

individu lain, bank, koperasi maupun jenis pinjaman hutang yang lainnya yang 

tidak terlindungi oleh hukum. Selain konsep-konsep pinjaman tersebut, 

pemerintah juga menyediakan dana pinjaman bagi masyarakat, salah satunya 

adalah melalui program MEKAR. Program ini adalah layanan pinjaman modal 

untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program 

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan 

dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok yang 

memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra 

mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.
9
 Saat ini, 

                                                   
8 Fitriani, A., Sjabadhini, B., & Meinarno, E.A. (2009). Prioritas tipe nilai motiva-sional 

dan perilaku berhutang pada etnis Betawi. Jurnal Psikologi, 3(1), 39-47 dalam Theda Renanita dan 

Rahmat Hidayat, ”Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan 

Tetap”, JURNAL PSIKOLOGI VOLUME 40, NO. 1, JUNI 2013: 92 – 101  
9 Web PNM, “Mekaar”, diakses pada 19 September 2020, 

http://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar   
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program MEKAR telah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Desa Suru 

daerah Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. 

 Menurut hasil dari pre-riset peneliti pada program MEKAR yang ada di Desa 

Suru ini, terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk diteliti. Pertama, 

sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa program MEKAR 

bertujuan untuk mengembangkan sebuah usaha. Namun, di lapangan peneliti 

menemukan bahwa seluruh nasaba yang melakukan proses akad pinjaman uang 

pada program MEKAR ini tidak memiliki usaha yang sedang dikembangkan. 

Dikatakan oleh salah satu nasabah bahwa tidak ada persyaratan bagi nasabah 

untuk melampirkan bukti administratif yang menunjukkan atas usaha tertentu 

yang dimiliki oleh nasabah.
10

 Kedua, peneliti menemukan terdapat banyak 

nasabah di desa ini yang jatuh pada kemeskinian akibat tidak sanggup membayar 

hutang, bahkan ada juga diantaranya yang harus menjual rumah nya untuk 

membayar hutang beserta bunganya. Berdasarkan fakta-fakta ini, peneliti sangat 

tertarik untuk mendalami bagaimana realisasi program MEKAR di Desa Suru 

Kecamatan Dawarblandong Mojokerto serta melihat bagaimana pandangan Islam 

melihat adanya fenomena tersebut. 

 

                                                   
10 Suswati, Wawancara,  Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto,  

9 September 2020 
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B.  IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan 

pemaparan latar belakang di atas, di antaranya adalah : 

1. Pelaksanaan program Mekaar di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong 

2. Konsep akad program Mekaar antara petugas dan nasabah di Desa Suru 

Kecamatan Dawarblandong 

3. Sistem dan metode pengembalian pinjaman hutang pada program Mekaar 

di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong 

4. Konsep pendampingan kewirausahaan dalam program Mekaar di Desa 

Suru Kecamatan Dawarblandong 

5. Identitas dan persyaratan nasabah Mekaar di Desa Suru Kecamatan 

Dawarblandong  

6. Model  atau konsep tanggung jawab nasabah Mekaar di Desa Suru 

Kecamatan Dawarblandong 

7. Faktor terdapat banyak nasabah yang tidak sanggup membayar hutang di 

Desa Suru Kecamatan Dawarblandong 

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

akan disajikan pula batasan penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak 

menyimpang dan berjalan secara terarah. Terdapat dua poin batasan masalah, di 
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antaranya adalah : 

1. Konsep awal dan praktik akad pinjaman uang dalam program Mekaar di 

Desa Suru.  

2. Analisis hukum Islam terhadap akad pinjaman uang dalam program 

Mekaar di Desa Suru 

C. RUMUSAN MASALAH  

            Rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti untuk dijawab 

selama proses penelitian ini, ialah : 

1. Bagaimana praktik akad pinjaman uang dalam program Membina 

Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di Desa Suru Kecematan 

Dawarblandong Mojokerto? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pinjaman uang dalam 

program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di Desa Suru 

Kecematan Dawarblandong Mojokerto? 

D. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian terdahulu dengan judul  “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Akad Pinjam-Meminjam Uang dalam Program Membina  Ekonomi Keluarga 

Sejahtera (MEKAAR) di  Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Mojokerto”  
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belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi, terdapat  beberapa penelitian 

yang bertemakan serupa tapi memiliki fokus yang berbeda dengan yang akan 

peneliti lakukan. Berikut ini  adalah beberapa uraian penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya: 

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam tentang sistem 

tanggung rentang dalam pembayaran hutang (studi PNM mekaar desa 

banjaran kec. Padang cermin kab. Pesawaran” yang di tulis oleh Etika Yolan 

Melati. Mahasiswa  Fakultas syariah Universitas Islam negeri raden intan 

lampung pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang pengembalian 

hutang yang di berlakukan sistem tanggung rentang dengan tujuan agar 

lancarnya angsuran dalam pembayaran. 

Kedua, Skripsi dengan judul “ Pemberdayaan usaha mikro krcil dan 

menengah (Umkm) oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) 

melalui program membina keluarga ekonomi sejahtera (MEKAAR) di 

kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta Jawa tengah”. Yang di tulis oleh 

Guntur Danu Kusumo. Mahasiswa Program studi Administrasi Negara, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret pada Tahun 2019. 

Penelitian ini mengkaji tentang Pemberdayaan Umkm khususnya wanita pra 

sejahtera dalam mengatasi pelaku UmKm yang kekurangan modal usaha 
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untuk membuka usaha maupun untuk mengembangkan usaha dri modal yang 

di berikan oleh PT. PNM Mekaar. 

Ketiga, Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktik Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Koprasi Wanita 

Sejahtera Desa Parasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoaro” yang di 

tulis  oleh Fitrotul Ula. Mahasiswa Jurusan Hukum perdata Islam, Prodi 

Hukum Ekonomi Syariah,  Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel pada Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang 

praktik wanprestasi yang di lakukan anggota koprasi dengan terlambat 

membayar angsuran pinjaman  pada perjanjian pinjam-meminjam di koprasi 

wanita sejahtera desa Parung. 

Keempat, Skripsi dengan judul “ Fatwa Majelis Tarjih 

Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koprasi Perspektif hukum 

Islam “  yang di tulis oleh Desyana Eka Sari Hartono. Mahasiswa Prodi 

Hukum ekonomi Syariah, Jurusan Hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2019. Penelitian ini 

mengkaji tentang tambahan pembayaran pada koprasi simpan pinjam. Majelis 

tarjih Muhammadiyah membolehkan bunga pada koprasj karena adanya akad 

dari koprasi simpan pinjam adalah akad ta’awun/tabaru (Tolong menolong). 
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Kelima, Laporan Kuliah Kerja Magang  dengan judul “ Prosedur 

Pemberian Kredit pada PT. PNM Mekaar Cabang Megaluh “  yang di tulis 

oleh Indri Dwi Setiani. Program studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara 

Jombang pada Tahun 2019.  Penelitian ini mengkaji tentang rangkaian 

permohonan kredit yang harus di lakukan di dalam mengelola permohonan 

kredit dari saat permohonan di terima sampai dengan pencairan dana kredit. 

Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada angota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permesalahan 

yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian 

kredit dalam waktu relativ singkat. 

Keenam, Skripsi dengan judul “ Analisis Perilaku Konsumen 

Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Oinjam Kelompok di Lembaga 

Permodalan Nasional Madani (PNM) MEKAAR. Studi kasus (Kelurahan 

Klego Kecamatan Pekalongan Timur) “. Yang di tulis oleh Nasekhatul 

Karimah. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada Tahun 2019. Penelitian 

ini mengkaji tentang kecenderungan perilaku perempuan dan mekanisme 

simpan pinjam kelompok di lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) 

Mekaar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan terhadap simpan 
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pinjam serta yang berkaitan dengan kebutuhan konsumtif maupun dalam 

bidang permodalan usaha dari lembaga-lembaga keuangan mikro di lingkup 

kecamatan pekalongan timur. 

Ketuju,  skripsi dengan judul “ Faktor-faktor yang Menyebabkan 

Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani 

(PERSERO) Cabang Kota Bengkuli”. Yang di tulis oleh Mardiana. 

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Bengkulu pada Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang Faktor-faktor 

yang menyebabkan Masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan 

Nasional Madani (Persero)  dan untuk mengetahui pandangan Masyarakat 

tentang pembiayaan yang ada di PT Permodalan Nasional Madani (Persero), 

dan  untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan 

pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 

Kedelapan, Skripsi dengan judul “  Pengaruh Pembiayaan Modal 

Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koprasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) Ibu Mandiri Serpong “. Yang di tulis oleh Adinda Nurrizki. 

Mahasiswa Program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah jakarta pada 
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Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan modal kerja pada 

KJkS Ibu mendiri serpong mempengaruhi  tingkat pendapatan mitranya. 

Unsur-unsur pembiayaan modal kerja inilah yang akan di gunakan untuk 

mengukur sejauh mana ketetapan, peraturan, ataupun kesesuaian yang ada 

pada unsur-unsur pembiayaan ini dapat meningkatkan tingkat pendapatan 

nasabah. 

Kesembilan, Skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Pinjam Meminjam 

Uang Melalui Koprasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja Kabupaten OKU 

Ditinjau dari Perespektif Ekonomi Islam “. Yang di tulis oleh Dian Parmana 

Putra. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah 

Palembang pada Tahun 2015.  Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana 

sistem dan prosedur pinjam meminjam uang, serta bagaimana praktik pinjam 

meminjam uang di koprasi usaha mandiri MTsN Baturaja di tinjau dar 

prespektif ekonomi Islam dengan melihat aspek-aspek Islam yang ada pada 

koprasi tersebut. 

Kesepuluh, Skripsi dengan judul “ Sistem Pinjaman Dalam Koprasi 

(Studi di Koprasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

dalam Perspektif Hukum Islam)”. Yang di tulis oleh Mohamad Raid qais 

Muntashir. Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, 
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Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013. 

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pinjaman dalam koprasi. Sistem 

pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

di laksanakan dengan memperhatikan empat pokok, yaitu : Tujuan pemberian 

pinjaman, Syarat-syarat peminjaman, Proses peminjaman dan Prosedur 

pengembalian Pinjaman.  Adapun sistem pinjaman ini dalam perspektif 

hukum islam merupakan hal yang di larang  dengan alasan bahwa sistem 

yang di terapkan masih ada yang bertentangan dengan prinsip Syariah. 

Pengembalian Infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat 

pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mesyarakat 

kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan 

atau manfaat. 

E. TUJUAN PENELITIAN  

          Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, tujuan 

penelitian diuraikan dalam bentuk pernyataan di bawah ini : 

1. Untuk mengetahui praktik akad pinjaman uang dalam program Membina 

Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di Desa Suru Kecematan 

Dawarblandong Mojokerto 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang 

dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di 

Desa Suru Kecematan Dawarblandong Mojokerto? 

F. KEGUNAAN PENELITIAN 

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan 

kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis : 

1. Manfaat Akademis  

      Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat berkonstribusi 

bagi perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syari‟ah di era kontemporer, 

khususnya dalam melihat keberadaan metode hutang yang semakin 

beragam dari segi hukum ekonomi syar‟ah. Selain itu, diharapkan dengan 

adanya penelitian ini dapat berguna sebagai sumber rujukan atau referensi 

bagi peneliti selanjutnya. Serta memberikan tambahan wawasan bagi 

peneliti selanjutnya dalam memahami atau mengkaji penelitian tentang 

topik terkait. 

 

2. Manfaat Praktis  

        Selain manfaat akademis, terdapat pula manfaat praktis dari penelitian 

ini yang diharapkan oleh peneliti. Manfaat praktis ini berupa masukan 
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terhadap beberapa pihak terkait, di antaranya pemerintah, organisasi 

masyarakat Islam, perusahaan transportasi online dan masyarakat :   

a. Pembuat kebijakan / pemerintah Indonesia, agar memberikan 

perhatian terhadap pelaksanaan program mekaar di masyarakat 

terutama proses atau akad pemberian pinjaman modal serta 

diharapkan penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan dalam 

mengevaluasi program tersebut. Hal demikian bertujuan agar program 

ini tidak hanya semata-mata berjalan sesuai dengan prosedur 

melainkan membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Kementrian Agama, organisasi masa Islam dan lembaga agama 

lainnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

untuk memberikan saran terhadap pelaksanaan program mekar agar 

dapat berjalan sesuai syariah atau kaidah-kaidah Islam.  

c. PT PNM, dengan keberadaan penelitian ini bisa menjadi acuan 

evaluasi dalam penerapan program mekar syariah kedepannya. 

d. Masyarakat, sebagai salah satu tambahan wawasan bagi masayarakat 

Indonesia agar senantiasa lebih memperhatikan syariah Islam dalam 

melihat fenomena-fenomena baru yang muncul ditengah masyarakat. 
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G. DEFINISI OPERASIONAL  

1. Akad  

  Dalam konteks penelitian ini, model akad MEKAR sesuai dengan konsep 

Qarḍ (hutang) dalam Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

qarḍ adalah penyediaan dana atau tagihan lembaga keuangan syariah dengan 

yang mana pihak yang meminjamkan uang mewajibkan pihak peminjam 

(nasabah) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam 

jangka waktu tertentu.
11

  

2. Qarḍ 

 Dalam Islam, kegiatan hutang uang atau barang disebut dengan Qarḍ.
12

 

Uang atau barang yang dipinjamkan tidak hanya dapat dimanfaatkan 

fungsinya, namun uang atau barang tersebut bisa digunakan hingga habis 

kemudian diganti sesuai dengan nilai uang atau barang tersebut untuk 

dikembalikan pada yang meminjamkan. 

3.  Riba  

Riba dalam masalah hutang piutang dapat di bedakan atas riba qarḍ dan 

riba jahiliah. Riba qarḍ ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertenty 

                                                   
11Harian Muslim”Transaksi Produk Bank Syariah Akad Qardh”, diakses pada 30 Januari 

2020, https://harianmuslim.com/transaksi/produk-bank-syariah/akad-qardh/ 
12 Jamaluddin, ”Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah 

Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah,” (Slide Presentasi Dosen Tribakti Lirboyo 

Kediri), Lihat di https://www.slideshare.net/mugnisulaeman/qardh-dan-ariyah 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18 
 

yang disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba jahiliah adalah 

riba yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu 

membayar hutang pada waktu yang telah ditetapkan. 

4.  Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Desa Suru 

Mekaar merupakan salah satu program pinjaman uang oleh pemerintah 

yang diperuntutkan untuk perempuan prasejahtera namun memiliki prospek 

usaha yang bisa dikembangkan.
13

 Program Mekaar pertama kali masuk ke 

desa Suru, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 

program tersebut dikenalkan secara langsung oleh petugas MEKAAR pada 

masyarakat di rumah salah satu nasabah dengan mengumpulkan beberapa 

orang sebagai target pengenalan tentang program tersebut. 

 

H.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

      Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial 

yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik. Namun, dapat 

                                                   
13 Web PNM, “Mekaar”, diakses pada 19 September 2020, 

http://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar  
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berupa memo, catatan lapangan, video, dokumen pribadi, naskah wawancara, 

foto atau dokumentasi resmi lainnya.
14

 Denzin dan Lincoln mengklaim bahwa 

penelitian kualitatif melibatkan interpretif dan naturalistic. Penelitian ini 

berusaha memahami, atau menafsirkan suatu fenomena.
15

Artinya penelitian 

ini berupaya menafsirkan makna dari data ini yang membantu kita memahami 

kehidupan sosial.  

Penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna yang 

menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur oleh penelitian 

kuantitatif. Jadi, peneliti kualitatif menyelidiki makna, interpretasi, simbol, 

proses dan hubungan kehidupan sosial. Apa yang dihasilkan oleh jenis 

penelitian ini adalah data deskriptif yang kemudian harus ditafsirkan oleh 

peneliti menggunakan metode transkrip, pengkodean, dan analisis yang 

sistematis.
16

 Sedangkan desain deskriptif digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi 

fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.
17

 Sehingga dalam 

kesimpulannya, penelitian kualitatif-deskriptif ini dilakukan untuk mencara 

                                                   
14 Laxi Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda Karya, 1994), 56 
15 Denzin N. and Lincoln Y. (Eds.) (2000). Handbook of Qualitative Research. London: 

Sage Publication Inc. 
16 Though.co, “An Overview of Qualitative Research Methods”, diakses 18 Agustus 

2019, https://www.thoughtco.com/qualitative-research-methods-3026555  
17Sosiologi.com, ”Metode Penelitian Deskriptif”, Media online, diakses 18 Agustus 2019, 

http://sosiologis.com/metode-penelitian-deskriptif  
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makna dibalik fenomena agar penelitian lebih bersifat komperhensif, 

mendalam, alamiah, dan apa adanya.  

2. Data yang di kumpulkan  

a. Data Primer 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer untuk 

mendukung analisis. Data ini akan didapatkan peneliti melalui beberapa 

wawancara yang akan dilakukan dengan beberapa pihak terkait. 

b. Data Sekunder 

 Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data-data 

sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, berita dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan mencari sumber primer dan sekunder sehingga 

penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, 

wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan 

sumber sekunder sedangkan wawancara dan observasi digunakan untuk 

mendapatkan sumber primer. 

Pertama, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui buku, jurnal, berita online, skripsi terdahulu yang 
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mendukung hasil penelitian.
18

 Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi ini, dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder.  

Kedua, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada informan atau responden secara lisan.
19

 

Pertanyaan ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara bebas 

namun tetap dalam batasan topik penelitian. Pertanyaan tersebut akan 

berkembang ketika wawancara berlangsung.
20

 Jenis wawancara yang peneliti 

lakukan ini adalah wawancara purposive, yang merupakan wawancara dengan 

menentukan terlebih dahulu responden atau informan yang dianggap relevan 

dan mampu menjawab pertanyaan peneliti untuk memenuhi data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian.  Untuk menentukan narasumber dalam 

penelitian dilakukan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data 

yang didapatkan lebih representatif.
21

 Wawancara dalam penelitian ini akan 

dilakukan kepada dua responden yaitu dari pihak kantor cabang PT PNM dan 

nasabah Mekaar untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Nasabah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

                                                   
18 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder,(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), 85 
19

 Ibid.,87. 
20 Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.(Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 199 
21 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010). 
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1.) Suswati 2.) Lita Arofa 3.) Jenjem. Sedangkan dari pihak mekaar adalah 

petugas Mekaar di desa tersebut yakni Lidia. 

Ketiga, observasi merupakan sebuah proses pengamatan panca 

indra.
22

 Metode ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau lokasi 

terjadinya peristiwa yang sedang diamati dalam penelitian ini. Tujuannya 

adalah agar peneliti dapat melihat secara langsung serta mengamati segala hal 

yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti 

mendapatkan data-data yang lebih komperhensif dan bisa menjadi data 

tambahan dari hasil penemuan-penemuan melalui metode pengumpulan yang 

lainnya. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data sudah terkumpul dilanjutkan dengan tahapan pengolahan 

data, sebagai berikut: 

a. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 

diperoleh.
23

 Dalam tahap ini peneliti akan mengelompokkan data-data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik melalui teknik 

                                                   
22  Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif ...,86. 
23 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), 154 
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dokumentasi, wawancara maupun observasi yang dapat mengarahkan 

peneliti untuk menjawab masalah penelitian. 

b. Coding adalah proses mendefinisikan data yang akan dianalisis. 

Bagaimana proses mengidentifikasi suatu data, mencari dan 

menemukan hubungan diantara data-data tersebut.
24

 

c. Editing yaitu peneliti akan memeriksa kembali mengenai kelengkapan 

jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, 

maupun keseragaman data yang diterima peneliti.
25

 Pada tahap ini, 

peneliti mencoba untuk memeriksa kembali terkait dengan 

kelengkapan data. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis 

data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung 

dalam data itu.
26

 Metode yang digunakan dalam analisis data adalah 

deskriptif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan 

masalah pada penelitian ini yaitu akad Mekaar di desa Suru, Dawarblandong. 

Disamping itu, analisis ini bersifat induktif yaitu menggambarkan fakta yang 

ada di lapangan secara khusus kemudian dianalisis menggunakan hukum 

Islam yang akan dipaparkan oleh peneliti dalam bab teoritik. 

                                                   
24

 G Gibbs, Analyzing Qualitative Data, (Sage Publication, 2007) 
25 Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 109.  
26 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas & Studi Kasus (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 84.   
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I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bentuk dari hasil penelitian ini akan disusun menjadi lima bab. Berikut ini 

adalah uraian sistematika pembahasan pada tiap bab :  

Pada bab I pendahuluan, akan terdiri atas beberapa bagian di dalamnya 

yaitu : latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Pada bab II. Bab ini berisikan mengenai konsep yang digunakan oleh 

peneliti sebagai acuan untuk melihat atau menganalisa fenomena yang sedang 

diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan. Konsep yang digunakan oleh 

peneliti adalah hukum Islam yang membahas tentang Qarḍ dan fenomena Riba.  

          Pada bab III bab data penelitian, peneliti akan menguraikan data-data yang 

didapatkan mengenai praktik program MEKAAR khususnya di Desa Suru 

Kecamatan Dawarblandong. 

Di bab IV. Dalam bab ini peneliti dengan menggunakan konsep hukum 

Islam akan menganalisa data-data mengenai praktek program MEKAAR di Desa 

Suru Kecamatan Dawarblandong sehingga dapat menjawab rumusan masalah 

yang menjadi fokus penelitian. 
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Pada bab V penutup, peneliti menyajikan kesimpulan atas hasil yang 

diperoleh dari penelitian mengenai praktik Program MEKAAR di Desa Suru 

Kecamatan Dawarblandong yang di tinjau dengan hukum Islam. Selain itu, dalam 

bab ini peneliti juga akan memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait 

dalam fokus kajian penelitian ini serta bagi perbaikan penelitian-penelitian serupa 

di waktu mendatang. 
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BAB II 

KONSEP QARḌ DALAM HUKUM ISLAM DAN FENOMENA RIBA  

 

A.  QARḌ  

1. Definisi Qarḍ  

Al-qarḍ merupakan sebutan bagi hutang dalam Islam. Menurut ahli bahasa 

kata ini diartikan memotong yang diserap dari bahasa Arab yang merupakan 

meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.
27

 Sedangkan secara etimologi berarti 

potongan harta muqriḍh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada 

muqtaridh.
28

 Selain itu, banyak imam yang mendefinisikan hutang, yakni sebagai 

berikut :  

a. Menurut Syafi‟iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa 

qarḍ (utang-piutang) dalam istilah syara‟ diartikan dengan sesuatu 

yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus 

dikembalikan.
29

  

b. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili qarḍ (utang-

piutang) adalah sebuah transaksi yang dimaksudkan untuk 

memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain 

untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
30

 

2. Rukun AL-Qarḍ 

Seperti halnya akad-akad yang lain, Qarḍ memiliki rukun-rukun 

utama, antara lain: 

                                                   
27

 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167. 
28 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 229. 
29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, Cet I, 2010), 274 
30 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 

2011, 374. 
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a. Muqriḍh (pemilik barang) 

b. Muqtariḍh (yang mendapat barang atau peminjam) 

c. Ijab Kabul, dan 

d. Qarḍ (barang yang di pinjamkan)
31

 

3. Syarat sah Al-Qarḍ 

a. Qarḍ atau barang yang di pinjamkan harus barang yang memiliki 

manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena 

Qarḍ adalah akad terhadap harta. 

b. Akad Qarḍ tidak bisa di laksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, 

seperti halnya dalam jual-beli.
32

 

4. Ketentuan al-Qarḍ: 

a. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtariḍh) 

yang memerlukan. 

b. Nasabah al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima 

pada waktu yang telah di sepakati bersama. 

c. Biaya administrasi di bebankan kepada nasabah. 

d. Lembaga dapat meminta jeminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 

e. Nasabah al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada Lembaga selama tidak diperjanjikan dalam akad, dan 

                                                   
31 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis. (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 60 
32 Ibid.  
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f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajiban pada saat yang telah disepakati dan Lembaga telah 

memastikan ketidakmampuanya, Lembaga dapat: 

1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibanya.
33

 

5. Sanksi: 

4. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan 

sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan karena 

ketidakmampuanya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat 

menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

5. Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 

1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan sanksi kepada 

nasabah, dan 

6. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 

kewajibanya secara penuh.
34

 

6. Perselisihan: 

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaianya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah, dan 

                                                   
33 Ibid.  
34 Ibid. 
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b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
35

 

7. Sumber dana 

Sifat tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh 

dapat di ambil menurut kategori berikut: 

a. Qarḍ yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara 

cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat 

diambilkan dari modal bank. 

b. Qarḍ yang di perlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah, 

dan juga dari pendapatan bank yang di kategorikan seperti jasa di bank 

koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank 

asing dan sebagainya.
36

 

8. Manfaat Qarḍ 

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi Qarḍ adalah 

bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainya 

berupa manfaat nonfinansial, yakni kepercayaan dan loyalitas nasabah 

kepada bank tersebut. Resiko dalam Qarḍ terhitung tinggi karena ia 

dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat 

akad Qarḍ terhitung sangat banyak sekali di antaranya: 

                                                   
35 Ibid.  
36 Ibid. 
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a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 

mendapat talangan jangka pendek. 

b. Qarḍhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank 

Islam dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi 

sosial, di samping misi komersial. 

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank 

dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Islam.
37

 

9. Dasar Hukum Qarḍ 

Pembahasan hutang bukanlah hal baru di dalam Islam. Allah sendiri 

telah menjelaskannya di dalam Al-Qur‟an. Utang piutang secara hukum dapat 

didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup 

dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan 

kebajikan. Surat Al-Ma‟idah ayat 2 Allah berfirman; 

وُُاْْ ََ تعََا ِْْٰٱنۡبِسِّْْعَهَََّْ َُ ٱنتقَۡ لَََّْْْۖ وُُاََْْْ ََ ثۡمِْْعَهَّْتعََا ٳنِْْٱلِۡۡ ََ ٱنۡعُدۡ ٱتقَُُاََْْْْۚ ْٱلَلَّْْإنَِْْْۖٱلَلَََّْْ  

                                                           ( ٕ)ْٱنۡعِقاَبِْْشَدِيدُْ  

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebaikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”.
38

  

 

 

Begitu juga telah Allah terangkan dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi; 

 

                                                   
37 Ibid. 
38 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan penyelenggara 

penterjemah/pentafsir Al-Quran, 1971) 156 
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( اْٱلَلَّْْيقُۡسِضُْْٱنرَِِْذَاْمَه اْقسَۡض  عِفًَُْْحَسَى   ٰـ نًَُْْْۥنًَُْْْۥفيَضَُ ٔٔ)ْكَسِيم ْ ْأجَۡس ْ ْۥََْۤ  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipat-gandakan [balasan] pinjaman itu untuknya, 

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-Hadid: 11)
39

 

  

            Dengan berpedoman pada dua ayat ini maka bisa dikatakan bahwa Islam 

memperbolehkan hutang-piutang di dalam kehidupan manusia dengan cara yang 

baik. Namun, sebaliknya apabila hutang tersebut disertai dengan perilaku yang 

buruk dan membawa penderitaan bagi pihak lain maka hukumnya bisa berubah 

menjadi haram atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Sehingga agar 

hutang ini tidak membawa kerugian bagi salahsatu pihak, tidak hanya menjadi 

tanggung jawab bagi orang-orang yang meminjamkan uangnya untuk orang lain 

melainkan juga kewajiban bagi orang yang meminjam uang agar mengembalikan 

pinjaman tersebut.  Hal ini sesuai hadits dari Hurairah:    

مَهْْأخََرَْيسُِيدُْإتِْلاَفٍَاَْ ََ الَْانىاَسِْيسُِيدُْأدََاءٌَاَْأدََِْاَللَُّْعَىًُْ،ْ َُ مَهْْأخََرَْأمَْ

    أتَْهَفًَُْاللَُّْ

Artinya: “Barangsiapa yang mengambil harta-harta manusia 

(berutang) dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan 

melunaskannya. Dan barangsiapa yang berutang dengan niat ingin 

merugikannya, Allah akan membinasakannya” (HR Bukhari: 

2387).   

 

Pemaparan diatas juga sejalan dengan hasil ijma para ulama yang telah 

sepakat bahwa al-qarḍ boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan 

tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. 

                                                   
39 Ibid.,902. 
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Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh 

karena itu, pinjammeminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia 

ini.
40

 Meski Islam tidak melarang hutang-piutang, namun Islam setidaknya sangat 

menganjurkan untuk menjauhi perkara hutang tersebut sampai merasa sangat 

diperlukan. Sebagaimana "Dari Aisyah r.a: Rasulullah berdoa dalam sholat, Ya 

Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit utang. Lalu ada 

seseorang yang bertanya: Mengapa anda banyak meminta perlindungan dari 

utang, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Sesungguhnya seseorang apabila 

sedang berutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering 

menyelisihinya. (HR Bukhari Muslim).
41

 

Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah pernah menolak ketika diminta untuk 

mensholatkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Karena sahabat itu 

masih memiliki utang yang belum terlunasi. 

"Dari Tsauban r.a: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam 

keadaan terbebas dari tiga hal yakni sombong, ghulul (khianat) dan hutang, maka 

dia akan masuk surga." (Sunan at-Tirmidzi).
42

 

"Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu 

tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. (Musnad Ahmad).
43

 

Dari dua hadits tersebut mengisyaratkan bahwa hutang yang ditinggalkan 

oleh seseorang, ketika dia meninggal akan menjadi salah satu perkara yang 

                                                   
40 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 223 
41

 Fuji E Permana/ Red: Muhammad Hafi, Hadits-Hadist Anjuran Menghindari Utang , 

diakses pada 20 September 2020, https://republika.co.id/berita/qc9zl7430/haditshadist-anjuran-

menghindari-utang) 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
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menghalanginya masuk surga. Hukum hutang piutang bisa juga haram apabila 

diketahui bahwa dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang 

mengutangi atau orang yang berutang tersebut akan memanfaatkan orang yang 

diutanginya untuk berbuat maksiat. Dalam kasus demikian, maka utang piutang 

yang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan. Maka dari 

itu, berdasarkan pada kondisi yang amat bervariasi, hukum utang piutang pun 

amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh dan mubah.
44

  

10. Fatwa Dewan Islam Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di 

minta kembali. Dalam literatur fiqih Salaf ash Shalih, qarḍ dikategorikan dalam 

aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial 

atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada 

Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah di sepakati oleh LKI dan 

nasabah.
45

 

Landasan hukum yang terkait dengan Qarḍ sesuai dengan Fatwa Dewan 

Islam Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000. 

 

 

 

 

                                                   
44 Karim A. Syafi‟i, Fiqih Ushul Fiqih, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1997) 38-39 
45 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,60. 
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a. QS Al-Baqarah: 282 

 

اَ ٰـ أيٍَُّ اْْْٱنرَِيهَْْيَ  ُ ْ ْبِدَيۡهْ ْتدََايىَتمُْإذَِاْءَامَىُ ّٰ ّْأجََم ْ ْإنَِ سَمّ   ْۚفٲَڪۡتبُُُيُْْمُّ  

“ Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di 

tentukan, hendaklah kamu menuliskanya...”
46

 

 

b. QS. Al Maidah: 1 

 

اَ ٰـ أيٍَُّ اْْْٱنرَِيهَْْيَ  ُ فُُاْْْءَامَىُ َۡ ْۚبٲِنۡعُقُُدِْْأَ  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.”
47

 

 

{388} Akad perjanjian mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan 

perjanjian yang di buat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 

c. Hadis Riwayat Muslim: 

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitanya di dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitanya di hari kiamat, dan Allah 

senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong 

saudaranya” 

 

 

 

                                                   
46 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan penyelenggara 

penterjemah/pentafsir Al-Quran, 1971) 70 
47 Ibid.,156. 
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d. Hadis Riwayat Bukhari: 

“orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam 

pembayaran hutangnya”  

e. Hadis Riwayat Nasa‟i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin 

Hambal: 

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

menghalalkan harga diri dan memberikan saksi kepadanya” 

 

f. Kaidah Fiqih: 

“Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 

berpiutang) adalah riba”
48

 

Selain landasan hukum di atas, maka dapat dikemukaan pula sumber hukum lain, 

Yaitu: 

1) QS. Al Hadid: 11 

( اْٱلَلَّْْيقُۡسِضُْْٱنرَِِْذَاْمَه اْقسَۡض  عِفًَُْْحَسَى   ٰـ نًَُْْْۥنًَُْْْۥفيَضَُ ٔٔ)ْكَسِيم ْ ْأجَۡس ْ ْۥََْۤ  

 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat-gandakan [balasan] pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-

Hadid: 11)
49

 

 

2) Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW berkata: “bukan 

seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua 

                                                   
48 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,59. 
49 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,902 
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kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah-

no. 2421, Kitab Al Ahkam, Ibnu Hibban, Baihaqi) 

3) Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: “Aku melihat 

pada waktu malam di Isra‟kan, pada pintu surga tertulis sedekah 

dibalas 10 kali lipat dan Qardh 18 kali. Aku bertanya: “wahai Jibril 

mengapa Qardh lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab: “karena 

peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak 

akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR. Ibnu Majah-no. 2422, 

kitab Al Ahkam, dan Baihaqi) 

4) Ijma‟. Para ulama‟ telah menyepakati bahwa Qarḍ boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang 

memiliki segala barang yang di butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan 

umatnya.
50

 

Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan 

Dewan Islam Nasional menetapkan al-Qarḍ sebagai sebuah sistem perekonomian 

yang sah menurut Islam adalah: 

 

                                                   
50 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,60. 
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a) Lembaga Keuangan Islam (LKI) di samping sebagai lembaga 

komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat 

meningkatkan perekonomian secara maksimal. 

b) Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat di 

lakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qarḍ, 

yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada LKS 

pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah. 

c) Akad tersebut sesuai dengan Islam, DSN memandang perlu 

menetapkan Fatwa tentang al-Qarḍ untuk dijadikan pedoman oleh 

LKS.
51

 

11. Tata Krama Berutang 

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam-meminjam atau 

utang piutang terntang tata krama yang terkait di dalamnya, di antaranya sebagai 

berikut: 

 

a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 

mendesak disertai niat di dalam hati akan membayar atau 

melunasinya. 

b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan 

kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu 

mengembalikan , pihak yang memberikan hutang memberikan waktu 

                                                   
51 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,61. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

38 
 

penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul 

mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya 

membebaskannya. 

c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat 

dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang 

saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi 

perempuan. 

d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang 

yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam 

mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih 

baik. 

e. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau 

utangya hendaknya memperceppat membayar utangnya sebab 

sebagaimana di jelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar 

pinjaman atau utang, berarti dia telah berbuat zalim kepada pemberi 

pinjaman atau utang padahal dia telah menolongnya.
52

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 Abdul Rahman Ghazaly dkk, FIQH MUAMALAT. (Jakarta: KENCANA 

PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 253. 
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B. RIBA 

1. Konsep Riba 

Riba secara bahasa (etimologis) – berasal dari kata يسيد شد bermakna 

tambah. Dalam pengertian lain secara harfiah, riba juga berarti tumbuh (growth), 

naik (rise), membengkak (swell) dan tambahan (addition).
53

 Adapun menurut 

istilah (terminologis) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara batil.
54

 

Ibnu Al-Arabi al- Maliki dalam kitabnya Ahkam Quran menjelaskan 

bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Qur‟an adalah penambahan yang diambil 

tanpa adanya satu transaksi penganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh 

syariah. Di lain pihak Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba 

yang dilarang dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah tambahan atas harta pokok 

karena ada unsur waktu.
55

 Pendapat yang agak berbeda muncul dari Yusuf 

Qardhawi. Menurut beliau yang dimaksud dengan riba adalah “setiap pinjaman 

yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan keharusan”.
56

 

Riba dapat dikelompokan menjadi dua bagian besar, yaitu riba salam 

masalah hutang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Riba dalam masalah 

hutang piutang dapat dibedakan atas riba qarḍ dan riba jahiliah. Riba qarḍ ialah 

suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang 

berhutang, sedangkan riba jahiliah adalah riba yang dibayar lebih dari pokoknya 

                                                   
53 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), 9. 
54 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 88. 
55 Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2008), 13 dan 238. 
56 Ibid.  
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karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah 

ditetapkan.
57

 

2. Riba pada Masa Rosulullah 

Seorang sahabat yang kaya dan pernah mempunyai hubungan dengan riba 

adalah Usman bin Affan. Ia mengambil riba melalui pinjam-meminjam kurma. Ia 

sebagai pihak pemilik kebun korma untuk di garap oleh orang lain. Pada saat 

memetik hasilnya, si peminjam sekaligus pengarap berkata jika si pemilik hanya 

mengambil separuh hasilnya saja dan menyerahkan sisanya kepada pengarap, 

maka kelak pengarap selaku peminjam akan mengembalikan korma itu dua kali 

lipat dari jumlah tersebut ketika akad. Ketika berita itu terdengar Nabi, Nabi 

melarang perjanjian tersebut. Pemberi pinjaman hanya boleh menerima pinjaman 

sejumlah yang ia pinjamkan.
58

 

Pada masa kenabian, riba juga pernah dilakukan oleh penduduk Mekkah 

dan kota dagang Ta‟if. Transaksi ini terjadi antara keluarga Saqif sebagai 

pemegang kendali ekonomi di Ta‟if dan juga keluarga Al-Mughirah dan Abbas 

bin Abdul Muthalib yang merupakan saudagar kaya di Makkah. Selain sebagai 

saudagar kaya mereka juga di kenal sebagai pemungut riba.
59

 

Di Madinah transaksi riba umumnya di lakukan orang Yahudi. Hal ini 

terjadi ketika orang yahudi di minta bantuanya untuk persiapan militer di Madinah 

karena akan adanya penyerangan dari penduduk Makkah. namun orang Yahudi 

menolak permintaan tersebut, mereka bersedia memberi pinjaman 80 dinar 

                                                   
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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dengan bunga sebesar 50 persen dalam jangka waktu satu tahun.
60

 

3.  Hukum Riba dalam Islam 

Dalam Al-Qur‟an terdapat 7 ayat yang berbicara mengenai masalah 

larangan riba. Tiga ayat turun dalam priode Makkiyah (turun pada saat Nabi 

masih ada di Makkah), yaitu surat ar-Rum ayat 39. Dalam surat ar-Rum ayat 39 di 

katakan bahwa “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakad yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, maka ( yang berbuat demikian) ialah orang-orang yang 

melipatgandakan (pahalanya).
61

 

Dengan kerangka munasabat, maka riba dalam Al-Qur‟an menunjukkan 

karakter berikut: 

a. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan 

antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual 

beli yang jelas halal dengan riba yang haram. 

b. Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang di 

perjanjikan di depan dengan dampak zulm, di tandai dengan “lipat 

ganda”. Dalam surat Ali Imran sifat lipat ganda ini di tekankan 

sedangkan zulm di tekankan pada surah al-Baqarah. Dengan demikian 

ada relevansi antara lipat ganda dengan zulm. 

c. Dari sikap Al-Qur‟an yang selau menghadapkan riba dengan sedekah, 

zakat, atau infaq, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak 

                                                   
60 Ibid.  
61 Ibid. 
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menjauhkan persaudaraan. Bahkan menuju permusuhan. Sebab, 

sedekah dan padananya yang merupakan antitesis riba mempunyai 

watak yang mengakrabkan persaudaraan dan menciptakan iklim 

tolong-menolong.
62

 

4. Larangan Riba dalam Hadis dan Sunnah 

Terdapat banyak hadis yang terkait dengan masalah riba. Di antaranya adalah 

HR. Muslim dari Jabir berkata bahwa: “Rasulillah SAW mengutuk orang yang 

menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua 

orang saksinya, kemudian beliau bersabda “mereka itu semuanya sama.” 

Dari sekian banyak hadis yang terkait dengan maslah riba pada intinya 

terdapat beberapa larangan Nabi agar kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan 

Al-Qur‟an ditinggalkan orang, larangan tersebut dapat dibedakan atas: 

a. Larangan dari zat sesuatu. Misalnya, Al-Qur‟an melarang orang 

makan babi, maka Nabi pun melarang kegiatan memperjual-belikanya. 

b. Larangan dalam segi bentuk kegiatan. Meskipun benda yang 

diperdagangkan halal dari segi zatnya. Namun bentuk transaksinya 

mengandung penipuan, dan spekulasi sehingga terlarang. 

c. Larangan menyangkut hal akibat yang ditimbulkan oleh transaksi 

ekonomi. Bolrh jadi benda yang di perdagangkan dan transaksinya 

pun memenuhi syarat. Namun ia dilarang karena transaksi ini bisa 

menimbulkan kerugian banyak orang. Contohnya adalah pencegatan 

                                                   
62 Ibid.  
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pedangang yang belum sampai ke pasar, penimbunan barang dan juga 

jual beli hewan yang masih dalam kandungan. 
63

 

5. Riba dari Prespektif Ekonomi 

Unsur ekonomi yang berkaitan dengan riba dapat dikelompokan ke dalam dua 

kelompok besar sebagaimana diasumsikan oleh Al-Qur‟an yaitu: 

E. Unsur positif yang terdiri dari jual beli, sedekah dan prosedur yang 

benar dalam membayar hutang ketika sudah sadar dari riba. 

F. Unsur negatif yang terdiri dari tindakan pribadi yang jelek dalam 

perekonomian, kehancuran ekonomi, dan terakhir berakibat perang 

ekonomi.
64

 

Al Fakhr Ar Razi mengemukakan pendapatnya tentang sebab dilarangnya riba 

dari pandangan ekonomi. Adapun sebab-sebabnya adalah: 

1) Riba memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan harta orang 

lain tanpa imbalan. Transaksi yang melibatkan riba sama dengan 

merampas harta milik orang lain karena dalam transaksi ini satu 

rupiah ditukar dengan dua rupiah baik secara kredit dan tunai. 

2) Riba merusak moral karena riba mengakibatkan si pemilik uang tidak 

mau bekerja keras melainkan hanya berpangku tangan mengharapkan 

hasil yang diperoleh dari riba. 

                                                   
63 Ibid. 
64 Ibid.  
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3) Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan uang dengan bunga yang 

sangat tinggi. Hal ini tentu saja akan merusak sikap tolong-menolong 

saling menghormati, sifat baik manusia dan juga rasa berhutang budi. 

4) Terjadi dikotomi antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang 

semakin miskin.
65

 

6. Riba dalam Pemikiran Hukum 

Dalam bagian ini akan dilihat bagaimana pandangan ahli fiqh 

dalam melihat masalah riba. Pemikiran hukum disini tidak lagi untuk 

melihat hukum riba yang sudah ada ketegasan Nash yang mengatakan 

keharamanya, namun lebih kepada untuk menjawab maslah-masalah 

kontemporer yang tidak diuraikan secara eksplisit dalam nash. 

Proses untuk menjawab status hukum dari masalah 

kontemporer ini dalam ilmu Ushul fiqh di sebut dengan Istinbath 

hukum. Sebagaimana aliran fiqh yang berbeda beda maka proses 

istinbath hukum pun berbeda di antara para fuqaha. Namun metode 

istinbath hukum yang biasa di kenal adalah qiyās, istiṣḥāb, istiḥsān, 

‘urf, maṣlaḥah mursalah, syar’u man qablanā, sadd add-zarĩ’ah. 

Selain itu terdapat juga pengelompokan tentang proses dan metode 

istinbath lain yaitu bayani, ta’lil dan juga penalaran istiṣhlāh 

Dalam masalah riba ini yang banyak digunakan adalah dengan 

mengunakan penalaran ta’lili. Penalaran ta’lili merupakan upaya untuk 

mengetahui latar brlakang terjadinya sesuatu, meskipun para fuqoha’ 

                                                   
65Ibid. 
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berpendapat bahwa perintah dan larangan Allah secara umum adalah 

untuk kesejahteraan umat manusia. Namun untuk melakukan istinbath 

hukum secara qiyas (analogi) di perlukan illat, maka metode penalaran 

ta’lili ini dapat di gunakan sebagai salah satu alternatif untuk 

menemukanya. Selain untuk mengetahui esensi yang dalam 

kesempatan lain dapat membantu qiyas bila diperlukan. 

Dalam kasus riba para fuqaha sepakat diharamkan karena 

mengandung unsur zulm. Sehinga zulm merupakan sifat yang melekat 

pada riba sehingga riba menjadi haram. Dalam hal ini zulm merupakan 

illat dari riba. Namun karena zulm tidak dapat diamati maka mereka 

mencari sifat lahiriah riba sebagai kelaziman zulm yaitu tambahan 

yang diperjanjikan di muka. Dan ternyata sifat itu relavan dengan riba. 

Karena sebnarnya yang menjadi persoalan adalah zulm atau ketidak 

adilan, ketidaksetaraan yang bertentangan dengan hukum Islam, bukan 

tambahan.
66

 

7. Pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank dan 

kelemahanya 

a. Bunga hukumnya halal, dalam keadaan darurat. 

Pendapat ini dapat ditangkis dengan sejumlah argumen seperti kaidah di 

dalam Ushul fiqh bahwa keadaan darurat yang memiliki batas, definisi 

darurat yang oleh Imam Suyuti digambarkan sebagai suatu tindakan 

dengan cepat akan membawa ke jurang jematian. Contohnya adalah 

                                                   
66 Ibid.  
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orang yang tersesat di hutan dan tidak ada yang bisa dimakan 

kecuwali daging babi. Dengan ini maka pendapat riba diperbolehkan 

dalam keadaan darurat otomatis menjadi gugur. 

b. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang sedangkan bunga 

yang wajar tidak menzalimi diperkenankan, menurut Yusuf Qardhawi 

ayat dalam surat Ali Imran ayat 130, “adh’afan mudha’afah” adalah 

konteks menerangkan kondisi objektif sekaligus mengecam bahwa 

mereka yang melakukan riba pada sebelum turunya ayat ini telah 

sampai pada tahap yang berlipat ganda (lihat contoh riba dalam 

sejarah pada kasus ternak). Sehingga pola berlipat ganda bukanlah 

suatu kiriteria yang bisa mengharamkan riba. Dengan kata lian, tanpa 

berlipat gandapun riba tetap haram. Dr. Abdullah Draz, yang 

merupakan salah satu peserta konfrensi fiqih Islami di Paris 

menjabarkan kerapuhan asumsi syarat ini. Kata “adh’af” berarti 

kelipatan atau bentuk jamak dari kelipatan 3 yang minimal 3. 

Sehingga kalo di lipat gandakan menjadi 6. Sehingga kalau bunga di 

lipatgandakan sebanyak 6 kali adalah suatu hal yang mustahil dalam 

praktik perbankan ataupun simpan pinjam. 

c. Bank sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf 

sehingga tidak terkena khittab ayat-ayat dan hadis riba. Pendapat ini 

mengandung kelemahan, karena pada zaman Rasulullah telah ada 

badan hukum yang telah menjalankan praktik riba, kemudian dilihat 

dari segi hukum, suatu badan hukum atau jurdicial personality secara 
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hukum adalah sah dan dapat mewakili individo-individunya. Bahkan 

di lihat dari kemudharatan yang lebih besar. 

d. Bahwa bunga bank sama dengan sewa tanah adalah merupakan 

analogi yang salah karena tidak terdapat adanya persamaan illat antara 

bunga bank dengan sewa tanah. 

e. Riba yang diharamkan dalah riba dengan jenis bunga konsumtif 

sedangkan untuk hal produktif, riba tidak diharamkan. Hal ini 

dibantah oleh Yusuf Qardhawi bahwa pada jaman jahiliyah bukanlah 

riba konsumtif. Riba yang banyak ditemukan justru riba produktif, di 

mana pinjaman biasanya dilakukan oleh kafilah-kafilah yang 

melakukan ekspedisi pada musim dingin dan musim panas.
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
67 Ibid.  
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BAB III 

PRAKTIK PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA  

SEJAHTERA (MEKAAR) DI DESA SURU, KECAMATAN 

DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO 

  

A. Program Mekaar Secara Umum 

1. Sejarah Berdirinya Program Mekaar dan Perkembangannya 

 Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) adalah produk 

dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang merupakan BUMN yang 

mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi (UMKMK). PT PNM tersebut adalah semangat yang muncul akibat 

kesadaran atas pentingnya sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sejak 

terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, sehingga pada 1 Juni 1999 pemerintah 

membentuk PNM tersebut. Tugas yang dimiliki oleh PNM ini merupakan 

pemberdayaan dengan menyelenggarakan pembiayaan dan jasa menejemen untuk 

memajukan UMKMK, menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru dan 

menciptakan lapangan pekerjaan. Pembiayaan yang diberikan oleh PNM ini 

adalah layanan pinjaman uang yang diberikan pada pelaku usaha melalui Unit 

Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). Terdapat beberapa program yang 

dimiliki oleh PNM ini diantaranya adalah pelatihan nasabah PNM, Pembinaan 

klaster dan pendampingan nasabah Mekaar.
68

 namun dalam penelitian ini, 

penelitian akan fokus pada satu program yaitu Mekaar. 

                                                   
68 Web PNM,”PNM Mekaar”, diakses 7 Maret 2021, https://www.pnm.co.id 
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Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang 

merupakan layanan pinjaman modal yang dibentuk pada tahun 2015.
69

 Menurut 

Direktur Utama PT PNM, Parman Nataatmadja, Mekaar hanya ditujukan kepada 

Ibu rumah tangga produktif, namun tergolong prasejahtera.
70

 Secara tertulis, 

Mekaar bermanfaat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pembiayaan 

modal tanpa agunan, menanamkan budaya menabung, dan kompetensi 

kewirausahaan dan pengembangan bisnis.
71

  

Dalam program ini tidak semata-mata berupa pinjaman uang namun juga 

terdapat aktivitas pembinaan terhadap nasabah-nasabah yang tergabung di 

dalamnya. Menurut menteri BUMN Rini M Soemarno yang menjabat saat itu 

mengatakan bahwa PNM akan melakukan pembinaan nasabah dengan optimal 

sehingga usaha bisa naik kelas dan semakin besar.
72

 Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Jokowi yang meminta kepada Account Officer (AO) PNM untuk 

terus membimbing para panerima program Mekaar supaya tidak hanya memulai 

usaha, melainkan juga menaikkan kelas usahanya.
73

 Dalam program Mekaar milik 

PNM ini, para ibu rumah tangga mendapat bantuan modal usaha antara Rp 2-3 

juta
74

 yang disertai dengan bunga.
75

  

                                                   
69 Web PNM, “Mekaar”, diakses pada 19 September 2020, 

http://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar. 
70 Media Tempo, ”Sama-sama Berikan Kredit, Ini Beda Mekaar PNM dan KUR”, 

diakses pada 19 September 2020,https://bisnis.tempo.co/read/777088/sama-sama-berikan-kredit-

ini-beda-mekaar-pnm-dan-kur 
71 Web PNM,”PNM Mekaar”, diakses 7 Maret 2021, https://www.pnm.co.id 
72 Media Indopos, “Pemerintah Serius Perhatikan Program Mekaar”, diakases pada 19 

September 2020, https://indopos.co.id/read/2019/02/04/164369/pemerintah-serius-perhatikan-

program-mekaar/ 
73 Ilyas Istianur Praditya, “Lewat Program Mekaar, Jokowi Ingin Usaha Emak-Emak 

Naik Kelas”, diakses pada 19 September 2020,https://m.liputan6.com/bisnis/read/3866534/lewat-

program-mekaar-jokowi-ingin-usaha-emak-emak-naik-kelas 
74 Ibid. 
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2. Syarat-sayarat dalam Program Mekaar 

Menurut hasil penelitian yang didapat melalui website resmi PNM terdapat 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah MEKAAR yaitu : pertama, 

diperuntutkan untuk perempuan prasejahtera yang merupakan pelaku usaha mikro. 

Kedua, tidak ada persyaratan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng 

kelompok dengan syarat disiplin untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan 

dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Ketiga, satu kelompok minimal 

terdiri dari 10 nasabah. Keempat, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. 

Kelima, pertemuan kelompok mingguan wajib dilakukan satu kali dalam 

seminggu untuk pelaksanaan membayar angsuran dan pembinaan usaha.
76

 

Selain itu di dalam web PNM terdapat pula PNM MEKAAR Syari‟ah 

yang menerapkan layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang menerapkan 

ajaran agama islam yang sesuai dengan fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia. Beberapa indoktrinasi berikut dilakukan berdasarkan syariah : 

pertama, pertemuan setiap minggu dilakukan dengan mengucapkan do‟a, janji 

nasabah, janji account officer mekaar syariah dan janji bersama dengan dilakukan 

secara tepat waktu dan disiplin. Kedua, nasabah mekaar merupakan mereka yang 

telah memiliki usaha atau akan melakukan usaha atau yang pernah usaha sesuai 

dengan syariat Islam. Ketiga, nasabah wajib memiliki usaha setelah pembiayaan. 

Ke empat, setelah menjadi penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.
77

 Melihat 

pada pemaparan ini, maka bisa disimpulkan bahwa setiap nasabah yang ingin 

                                                                                                                                           
75 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ,  

9 September 2020 
76 Web PNM,”PNM Mekaar”, diakses 7 Maret 2021, https://www.pnm.co.id 
77 Web PNM,”PNM Mekaar”, diakses 7 Maret 2021, https://www.pnm.co.id 
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bergabung dengan program Mekaar merupakan perempuan prasejahtera yang 

sedang memiliki atau merintis/ rencana bisnis. Ditambah oleh salah satu nasabah 

sekaligus ketua nasabah mekaar dari desa Pakemgede, menyebut bahwa 

pemeriksaan pada latar belakang calon nasabah tidak sebatas dalam bisnis semata, 

tetapi turut dicari tahu juga apakah orang tersebut pernah bermasalah di 

perkumpulan permodalan lain atau tidak.
78

 Dengan kata lain bahwa calon nasabah 

tidak boleh memiliki masalah terhadap program pinjaman uang lainnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada beberapa hal yang bisa digaris 

bawahi bahwa mekaar merupakan salah satu program pinjaman uang oleh 

pemerintah yang diperuntukkan untuk perempuan prasejahtera namun memiliki 

prospek usaha yang bisa dikembangkan. Artinya bahwa setiap nasabah dalam 

program ini setelah melakukan pinjaman modal harus menggunakannya sebagai 

dana usaha tidak diperuntukkan untuk hal lain. 

 Secara umum, proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan pinjaman adalah sebagai berikut : pertama, mengajukan 

permohonan pembiayaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi kantor 

cabang PNM di daerah masing-masing atau biasanya terdapat anggota PNM yang 

masuk ke desa sampai ke tingkat RT ddan RW. Minimal anggota kelompok 

mekaar minimal terdiri dari 10 orang. Kedua, pihak dari PNM akan mendatangi 

tempat yang mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan survei terkait 

usaha yang dimiliki agar tidak terjadi penyalagunaan pinjaman. Ketiga, setelah 

                                                   
78 Suci Kesmiati (nasabah Mekaar dari desa Pakemgede) dalam sebuah wawancara dalam 

Ilyas Istianur Praditya,  “Lewat Program Mekaar, Jokowi Ingin Usaha Emak-Emak Naik Kelas”, 

diakses pada 19 September 2020,https://m.liputan6.com/bisnis/read/3866534/lewat-program-

mekaar-jokowi-ingin-usaha-emak-emak-naik-kelas 
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mendapat persetujuan maka pihak PNM akan memberikan bimbingan berupa 

pembekalan ilmu yang mungkin dibutuhkan oleh nasabah. Keempat, pencairan 

pinjaman uang oleh pihak PNM kepada nasabah yang diperuntutkan untuk 

menjalankan usaha. Kelima, pengembalian pinjaman uang oleh nasabah kepada 

pihak PNM dengan cara kredit. Anggota kelompok harus kompak dalam 

mengembalikan uang pinjaman, apabila salah satu bermasalah, maka anggota lain 

ikut bertanggungjawab.  

 

B. Pelaksanaan Program Mekaar di Desa Suru, Kecamatan 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto 

1. Sejarah Mekaar di Desa Suru 

Program Mekaar pertama kali masuk ke Desa Suru, Kecamatan 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 program tersebut 

dikenalkan secara langsung oleh petugas MEKAAR pada masyarakat di rumah 

salah satu nasabah dengan mengumpulkan beberapa orang sebagai target 

pengenalan tentang program tersebut. Sehingga meski program ini adalah 

program pemerintah, namun pengenalan pada masyarakat tidak dilakukan melalui 

pemerintah setempat tetapi dilakukan secara langsung. Namun secara non-formal 

pemerintah desa Suru mengetahui keberadaan program mekaar ini.
79

  

 Penerimaan program tersebut di tengah masyarakat mendapat banyak 

antusias atau respon baik dari masyarakat. Hingga kini program Mekaar memiliki 

dua kelompok lebih hingga sekarang. Nasabah di Desa Suru terdiri dari wanita 

                                                   
 79 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ,  

9 September 2020 
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berusia antara 30 tahun sampai 50 tahun lebih.
80

  

2. Faktor Penyebab Nasabah Mengikuti Program Mekaar 

Melihat pada kondisi desa suru, mayoritas masyarakat adalah menjadi 

petani. Ditinjau dari tingkat kemiskinan, desa tersebut memiliki angka yang cukup 

rendah bahkan kemungkinan suatu warga mengalami kelaparan karena 

kemiskinan hampir tidak terjadi. Hal tersebut disebabkan diantara warga 

masyarakat masih memiliki tingkat kepedulian dan gotongroyong yang cukup 

tinggi. Sehingga faktor kemiskinan sangat minim menjadi alasan utama nasabah 

dalam melakukan hutang.
81

 

Berdasarkan pada hasil riset peneliti terdapat faktor-faktor penyebab 

nasabah melakukan pinjaman di Mekaar sangat bervariasi, yakni : pertama, untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua,  untuk memenuhi gaya hidup. Hal ini 

berbeda dengan poin pertama. Dalam hal memenuhi kebutuhan, hal yang dicapai 

adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan yang mencakup sadang,pangan, 

papan. Sedangkan persoalan gaya hidup lebih mencakup pada keinginan untuk 

memenuhi gaya atau tren. Ketiga, membayar hutang. Beberapa nasabah Mekaar di 

Desa Suru adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang. Tidak hanya di 

Mekaar melainkan pada bank atau sumber pinjaman lain. Sedangkan sumber 

penghasilan yang didapatkan melalui pekerjaan tidak cukup untuk membayar 

cicilan tersebut. Sehingga nasabah mencari jalan keluar dengan cara mencari 

pinjaman lagi untuk membayar cicilan. Jadi semacam “gali lobang tutup lobang” 

                                                   
 80 Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 

Mojokerto,  02 Februari 2021 
 81 Observasi Peneliti 9 september – 7 Maret 2021 
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artinya berhutang untuk membayar hutang.
82

 

3. Syarat-syarat yang Wajib Dipenuhi Nasabah Mekaar 

Program Mekaar di Desa Suru dilaksanakan dengan beberapa syarat yang 

harus dipenuhi oleh nasabah . Seperti halnya yang telah peneliti paparkan pada 

sub bab gambaran tentang PNM Mekaar. Pertama, nasabah adalah perempuan 

produktif pra sejahtera. Kedua, memiliki rencana atau usaha yang sedang  

dilakukan. Adapun syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah : 

a. Fotocopy KTP 

b. Fotocopy KK
83

 

Berdasarkan pada syarat-syarat diatas, maka dapat dipahami bahwa usaha 

memang menjadi bagian dari syarat yang harus dimiliki oleh nasabah. Namun 

tidak menjadi suatu hal yang wajib untuk menyertakannya dalam bentuk 

administrasi. Menurut salah satu nasabah di desa tersebut, syarat usaha hanya 

disampaikan secara lisan tanpa harus menyertakan bukti fisik maupun 

administrasi.
84

 

4. Tahap-tahap Melakukan Pinjaman Mekaar
85

 

a. Melakukan pendaftaran dengan cara menyerahkan syarat administrasi 

yang telah ditentukan. 

                                                   
82 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 7 Maret 

2021 
83

 Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto,  02 

Februari 2021 
84 Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto,  02 

Februari 2021 

 85 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 7 

Maret 2021 
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b. Mengikuti pembinaan oleh petugas mekaar selama 3 (tiga) hari. 

Nasabah setempat mengenalnya dengan sekolah. Pada tahap ini, 

nasabah diberikan pengetahuan tentang program Mekaar meliputi : 

mekanisme pengembalian hutang, peraturan, dan konsekuensi. 

c. Surve ke tempat atau rumah nasabah yang dilakukan oleh petugas 

Mekaar. Selain meninjau situasi, surve ini dilakukan untuk 

mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah diketahui 

oleh suami. 

d. Setelah proses di atas dilakukan, maka nasabah akan menerima uang 

pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. 

5. Mekanisme Pemberian Uang Pinjaman Mekaar di Desa Suru
86

 

a. Pada pinjaman pertama, nasabah menerima uang dari 2 juta - 3,5 juta 

namun dipotong sebanyak Rp. 200.000 Rp. 400.000. Alasan 

pemotongan tersebut dikarenakan sebagai jaminan apabila nasabah 

tidak bisa membayar cicilan. Namun, ketika cicilan hutang lunas, 

potongan tersebut akan dikembalikan. 

b. Pinjaman uang yang diberikan Mekaar, dapat mengalami kenaikan 

setiap kali nasabah berhutang lagi. Misalnya : pada pinjaman pertama 

yang dilakukan oleh si A, dia akan menerima sebesar Rp. 2000.000. 

Setelah lunas, maka  si A dapat meminjam kembali dan memperoleh 

uang pinjaman yang lebih besar daripada pinjaman pertama, misal : 

2.500.000. Dengan catatan selama proses pengembalian hutang pada 

                                                   
 86 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 7 

Maret 2021 
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pinjaman pertama tersebut dilaksanakan dengan lancar atau tanpa 

nasabah berbelit-belit. Hal tersebut berlaku pada transaksi-transaksi 

selanjutnya 

c. Penyerahan uang pinjaman dilakukan secara tunai. 

6. Mekanisme Pengembalian Uang Pinjaman oleh Nasabah pada Pihak 

Mekaar
87

 

a. Pengembalian pinjaman uang dilakukan dengan tambahan sebesar Rp. 

33.300 setiap cicilan. Misal : apabila jumlah pinjaman 2 juta maka 

setiap satu minggu sekali, nasabah harus membayar sebesar Rp. 

50.000 selama setahun. Sehingga total bunga, kira-kira Rp. 400.000. 

b. Waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman tersebut adalah 

satu tahun. 

c. Cicilan dilakukan selama satu kali dalam seminggu dengan angka 

sesuai dengan yang ditetapkan. Sifatnya wajib dan tidak boleh 

menunggak. Menurut pemaparan Jenjem, salah satu nasabah Mekaar 

di Desa Suru, pihak Mekaar akan senantiasa menunggu pada hari yang 

ditentukan hingga nasabah memberikan cicilan.
88

  

d. Pembayaran cicilan dilakukan dengan cara diambil oleh petugas 

Mekaar ke rumah masing-masing nasabah. 

7. Model Pembinaan Program Mekaar 

 Seperti halnya penuturan peneliti pada sub-bab sebelumnya bahwa Mekaar 

                                                   
 

87
 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 7 

Maret 2021 

 88 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 7 
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adalah program pemerintah untuk mensejahterahkan perempuan melalui dana 

pinjaman yang diperuntukkan untuk membangun usaha. Salah satu aspek yang 

terdapat di dalam program tersebut adalah pendampingan atau pembinaan oleh 

pihak Mekaar kepada nasabah demi tercapainya usaha tersebut. 

Di Desa Suru,  pembinaan tersebut terjadi hanya beberapa kali. Lebih 

sering terjadi pada saat akan mengambil uang pinjaman. Sebagaimana tahapan 

mekanisme pengambilan uang yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Salah 

satu faktor yang menyebabkan tidak ada pendampingan disebabkan sulitnya 

nasabah untuk berkumpul. Kebanyakan nasabah bersikap acu setelah 

mendapatkan uang pinjaman. Selain itu, dari sisi petugas pendampingan secara 

personal juga tidak dilakukan. Seperti dari segi pendampingan untuk menanyakan 

bagaimana perkembangan usaha kepada nasabah tidak pernah dilakukan. Begitu 

juga ketika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan, petugas tidak 

melakukan evaluasi. Petugas lebih pada meminta agar nasabah mencarikan uang 

tanpa peduli uang tersebut didapatkan dari mana. Petugas hanya berfungsi 

melakukan penagihan saja.
89

 

8. Mekanisme Laporan dalam Program Mekaar Desa Suru 

Dalam pelaksanaan program Mekaar, nasabah tidak diberikan kewajiban 

untuk membuat laporan terkait dengan perkembangan usaha yang sedang dirintis 

oleh nasabah tersebut. Bahkan nasabah masih bisa melakukan transaksi pinjaman 

Mekaar dengan cara yang sama. Persoalan usaha hanya disampaikan secara 

                                                   
 89 Suswati dan Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, 
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lisan.
90

 

9. Kondisi Nasabah Setelah Melakukan Transaksi Pinjaman Uang di 

Program Mekaar 

 Terdapat beberapa penemuan tentang kondisi nasabah Mekaar di Desa 

Suru, yakni : pertama, semakin terlilit hutang dan jatuh miskin bahkan ada yang 

harus menjual rumah. Meski tujuan dari program Mekaar adalah 

menyejahterahkan perempuan pra-sejahtera namun dalam praktiknya nasabah 

mekaar tidak memperoleh hal tersebut. Salah satu faktornya seperti yang telah 

peneliti paparkan di awal bahwa salah satu penyebab nasabah setempat berhutang 

adalah untuk menutupi hutang. Sehingga, dengan melakukan transaksi hutang 

yang baru memperparah keadaan tersebut.
91

  

Kedua, tidak ada nasabah di desa setempat yang berhasil memiliki usaha 

dengan progres yang baik. Hal tersebut juga masih terkait erat dengan dua faktor 

penyebab berhutang lainnya yakni kebutuhan dan gaya hidup bukan benar-benar 

diperuntukkan untuk membangun usaha.
92

  

Ketiga, fakta yang terjadi di lapangan adalah sebagian besar nasabah di 

desa tersebut melakukan transaksi pinjaman di mekaar berkali-kali bukan demi 

tujuan mengembangkan usaha. Keempat, tidak semua nasabah yang melakukan 

akad pinjaman sedang memiliki usaha bahkan setelah melakukan pinjaman 
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   Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
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 91 Suswati dan Lita Arofa, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, 
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 92 Observasi Peneliti 9 september – 7 Maret 2021 
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berkali-kali.
93

  

Kelima, terdapat banyak nasabah di desa tersebut yang tidak melakukan 

pengembalian hutang atau membayar cicilan pada pihak Mekaar hingga bekali-

kali. Keenam, tidak semua nasabah memahami secara detail terkait program 

Mekaar.
94

 

10. Praktik Meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dalam Program 

Mekaar  

 Satu orang hanya bisa melakukan pinjaman uang Mekaar sebanyak satu 

kali hingga pinjaman tersebut telah selesai dilunasi. Hal tersebut ditandai dengan 

penyerahan identitas diri kepada pihak Mekaar, sehingga nasabah yang telah 

mendapat uang pinjaman tidak bisa melakukan transaksi pinjaman baru.  

 Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa terdapat banyak dari 

nasabah Mekaar yang melakukan transaksi lebih dari satu kali pada pihak mekaar 

bahkan sebelum pinjaman pertama dilunasi. Aktivitas ini diterapkan dengan cara 

melakukan praktik pinjam KTP pada orang lain. Pratik ini merupakan aktivitas 

yang banyak dilakukan oleh nasabah di Desa Suru. Mekanisme pinjam KTP yang 

dilakukan seseorang adalah dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000- 

Rp.600.000 dari uang pinjaman Mekaar kepada pemilik KTP tanpa pemilik harus 

ikut serta memberikan cicilan. Pemberian uang tersebut menjadi aspek akad 

diantara kedua bela pihak yakni antara peminjam KTP dan pemilik.
95
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 Faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pinjaman KTP 

adalah keinginan untuk mendapatkan uang lagi demi memenuhi kebutuhan. 

Kebanyakan dari nasabah mekaar adalah yang memiliki banyak hutang, sehingga 

kegiatan ini pun juga bertujuan untuk membayar hutang kembali.
96
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BAB IV 

 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PINJAMAN UANG 

DALAM PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA 

(MEKAAR) 

DI DESA SURU KECAMATAN DAWABLANDONG KABUPATEN 

MOJOKERTO 

 

A. Praktik Program Mekaar Desa Suru Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto  

Pada umumnya, program Mekaar memiliki tujuan yang baik dan sejalan 

dengan syariah Islam. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian perempuan pra sejahtera dengan cara memberikan bantuan modal 

pada mereka yang dianggap memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dalam 

program tersebut. Hal ini senada dengan hukum dasar diperbolehkannya kegiatan 

hutang di dalam Islam yakni hukum tolong-menolong antar sesama. Sehingga 

tidak menjadi sebuah permasalahan di dalam tujuan program tersebut dengan kata 

lain selaras dengan hukum dasar Islam. Disamping itu, melihat pada rukun dan 

syarat dalam Qarḍ, program Mekaar telah memenuhi ketentuan didalamnya. 

Seperti pihak yang memberikan hutang, peminjam hutang, ijab kabul, barang 

yang diberikan harus memiliki manfaat telah ada dalam program tersebut. 

 Namun, hukum aktivitas Qarḍ atau hutang dapat berubah menjadi 

beragam jenis bahkan dapat berganti menjadi haram untuk dilakukan. Untuk itu, 

perlu adanya pembahasan secara lebih dalam terkait dengan pelaksanaan program 

Mekaar di desa Suru, kecamatan Dawarblandong. 

 Mekanisme pendaftaran di desa ini dilakukan dengan melakukan pendaftaran 

dengan cara menyerahkan syarat administrasi yang telah ditentukan. Mengikuti 
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pembinaan oleh petugas mekaar selama 3 (tiga) hari. Nasabah setempat 

mengenalnya dengan sekolah. Pada tahap ini, nasabah diberikan pengetahuan 

tentang program Mekaar meliputi : mekanisme pengembalian hutang, peraturan, 

dan konsekuensi. Surve ke tempat atau rumah nasabah yang dilakukan oleh 

petugas Mekaar. Selain meninjau situasi, surve ini dilakukan untuk mengetahui 

bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah diketahui oleh suami. Setelah proses 

di atas dilakukan, maka nasabah akan menerima uang pinjaman sesuai dengan 

kebutuhan nasabah tersebut. 

 Pada pinjaman pertama, nasabah menerima uang dari 2 juta - 3,5 juta namun 

dipotong sebanyak Rp. 200.000 Rp. 400.000. Alasan pemotongan tersebut 

dikarenakan sebagai jaminan apabila nasabah tidak bisa membayar cicilan. 

Namun, ketika cicilan hutang lunas, potongan tersebut akan dikembalikan.

 Pinjaman uang yang diberikan Mekaar, dapat mengalami kenaikan setiap 

kali nasabah berhutang lagi. Misalnya : pada pinjaman pertama yang dilakukan 

oleh si A, dia akan menerima sebesar Rp. 2000.000. Setelah lunas, maka  si A 

dapat meminjam kembali dan memperoleh uang pinjaman yang lebih besar 

daripada pinjaman pertama, misal : 2.500.000. Dengan catatan selama proses 

pengembalian hutang pada pinjaman pertama tersebut dilaksanakan dengan lancar 

atau tanpa nasabah berbelit-belit. Hal tersebut berlaku pada transaksi-transaksi 

selanjutnya Penyerahan uang pinjaman dilakukan secara tunai. Dalam proses 

diatas terdapat bebapa hal yang unik dan akan dianalisis di sub bab berikutnya. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

63 
 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Program Mekaar 

Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto  

1. Akad 

Akad Qarḍ dilakukan oleh dua pihak yakni peminjam dan yang 

meminjamkan. Dalam kasus ini adalah pihak nasabah dan lembaga PNM program 

Mekaar yang telah diwakili oleh masing-masing cabang. Barang yang 

dipinjamkan merupakan modal dalam bentuk uang bagi wanita pra-sejahtera yang 

diperuntukkan untuk menjalankan sebuah usaha ekonomi demi meningkatkan 

taraf hidup mereka. Oleh karena itu, memiliki usaha atau rencana usaha menjadi 

salah satu syarat yang harus dimiliki oleh calon nasabah. 

Pada persoalan akad tersebut, data di lapangan mengatakan bahwa akad 

yang terjadi dalam program Mekaar di desa Suru kecamatan Dawarblandong tidak 

menyertakan unsur tersebut secara resmi seperti halnya administratif pada proses 

pendaftaran menjadi nasabah. Menurut keterangan yang diberikan oleh salah satu 

nasabah Mekaar di desa tersebut, dalam proses akad seorang calon nasabah hanya 

perlu menyampaikan rencana atau usaha yang sedang dilakukannya secara lisan 

tanpa harus menyertakan bukti maupun surat secara tertulis untuk menggunakan 

uang pinjaman tersebut sebagai modal mengembangkan usaha. Tidak terdapat 

pula proses laporan dan pembinaan secara rutin oleh pihak Mekaar pada nasabah 

untuk menunjang perkembangan usaha. 
97

 

Maka, dengan adanya hal tersebut persyaratan bahwa seorang nasabah 

harus menggunakan uang tersebut sebagai modal dapat dikatakan tidak sangat 

                                                   
97 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto , 
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ketat dan tidak benar-benar dilakukan. Sebab seorang calon nasabah bisa saja 

melakukan penipuan demi mendapatkan pinjaman sedangkan uang pinjaman 

tersebut digunakan untuk hal lain  yang tidak semestinya. Dengan kata lain 

nasabah menggunakan uang pinjaman demi kebutuhan atau bahkan gaya hidup. 

Hal ini menyebabkan tidak terjadi proges dalam peningkatan taraf hidup nasabah 

karena cenderung bergantung pada uang pinjaman tersebut. Sehingga, fenomena 

tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad yang telah ditentukan sejak awal. 

Padahal, apabila mengacu pada fatwa DSN bahwa Lembaga Keuangan Islam 

(LKI) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai 

lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
98

 

Dengan kata lain, tidak adanya persyaratan menjadi seorang nasabah secara jelas 

terutama terkait dengan usaha yang harus dijalankan, tidak adanya laporan dan 

pembinaan sama saja bahwa program Mekaar tersebut hanya berorientasi pada 

transaksi hutang aja tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat. 

Disamping itu, karena tidak adanya akad yang jelas agar nasabah 

mematuhi ketentuan yang sudah ada untuk mencapai kesejahteraan nasabah 

sendiri dengan pengembangan usaha. Maka, seseorang dengan mudah melakukan 

transaksi hutang berkali-kali meski modal yang diberikan tidak digunakan 

semestinya. Selanjutnya, dalam akad program Mekaar di desa Suru kecamatan 

Dawarblandong terjadi pula aktivitas pinjam identitas orang lain atau pinjam KTP. 

Seperti halnya yang telah peneliti paparkan di atas, praktik meminjam KTP dalam 

program Mekaar di Desa Suru telah banyak dilakukan. Hal tersebut terjadi agar 

                                                   
98 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,60. 
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seorang nasabah bisa meminjam uang kembali meski pada peminjaman pertama 

belum selesai dilunasi.
99

 Praktik ini mengandung unsur kebohongan, penipuan dan 

tidak adanya transparansi pada akad dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya. Di dalam agama Islam akad sendiri harus dilaksanakan 

dengan jujur dan tansparan yang bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan 

sebagaimana ayat sebagai berikut :  

اَ ٰـ أيٍَُّ اْْْلَّْْءَامَىُُاْْْٱنرَِيهَْْيَ  ُ ٳنكَُمْتأَۡڪُهُ َُ طِمِْْبيَۡىَڪمُْأمَۡ ٰـ سَة ْْتكَُُنَْْأنَْإلَِّْ ْبٲِنۡبَ ٰـ ْتِجَ

( ىكُمْْۡتَسَاض  ْْعَه لَّْْْۚمِّ اََْْْ  ُ اْبكُِمْْۡكَانَْْٱلَلَّْْإنَِْْْۚأوَفسَُكُمْْۡتَقۡتهُُ ٢ٕ)ْزَحِيم    

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa‟: 29)
100

 

Hal ini juga selaras dengan ketentuan DSN yaitu sebagai salah satu sarana 

peningkatan perekonomian yang dapat di lakukan oleh LKS adalah penyaluran 

dana melalui prinsip al-Qarḍ, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada 

LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah.
101

 Maka, apabila yang 

terjadi adalah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah semakin menumpuk dan 

tidak terkendali hal tersebut tidak diperbolehkan. 

 

 

 

                                                   
99

 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto , 

7 Maret 2021 
100 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,122. 
101 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,61. 
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2. Riba 

Dalam hukum Islam riba adalah tindakan yang di larang. Salah satu jenis 

riba adalah riba qarḍ yang memiliki arti sebagai suatu manfaat atau tingkat 

kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Tambahan ini 

disepakati ketika awal dilakukannya transaksi akad hutang antara penghutang dan 

pemberi hutang. 

Dalam program Mekaar terdapat tambahan pengembalian uang yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak Mekaar atau bisa 

disebut dengan bunga. Pada praktik mekaar di Desa Suru, mekanisme 

pengembalian pinjaman uang dilakukan dengan tambahan sebesar Rp. 33.300 

setiap cicilan. Misal : apabila jumlah pinjaman 2 juta maka setiap satu minggu 

sekali, nasabah harus membayar sebesar Rp. 50.000 selama setahun. Sehingga 

total bunga, kira-kira Rp. 400.000. Apabila mengacu pada hukum Islam terkait 

dengan riba maka hal ini tidak diperbolehkan kecuali salah satu pendapat 

mengatakan bahwa tambahan tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi 

maupun diberikan secara sukarela oleh nasabah kepada pihak mekaar sebagai 

ucapan trimakasih atau lainnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan didalam 

ketentuan Qarḍ bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan 

pemberian tambahan secara sukarela juga diperbolehkan.
102

 

Namun, apabila tambahan tersebut digunkan tidak untuk ketentuan 

dibolehkannua tambahan maka tidak sah. Dalam pandangan Islam, tambahan uang 

seperti ini tidak boleh, di dalam Al-Qur'an terdapat 7 ayat yang berbicara 

                                                   
102 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,64. 
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mengenai masalah larangan Riba. Dengan kerangka Munasabat, maka Riba dalam 

Al-Qur'an menunjukkan karakter berikut: 
103

 

a. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak bisa membedakan antara 

yang baik dan yang buruk, seperti tidak bisa membedakan jual beli yang 

halal dengan Riba yang haram. 

b. Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang 

diperjanjikan di depan dengan dampak zulm, di tandai dengan "lipat 

ganda" 

c. Dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, 

zakat atau infaq, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak 

menjauhkan persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah 

dan sepadanya yang merupakan antitesis riba mempunyai watak.
104

 

Pendapat ulama menurut Al Fakhr Ar Razi mengemukakan pendapatnya 

tentang sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi. Adapun sebab-sebabnya 

adalah: 

1) Transaksi yang melibatkan riba sama dengan merampas harta milik 

orang lain karena dalam transaksi ini satu rupiah di tukar dengan dua 

rupiah baik secara kredit maupun tunai. 

2) Riba merusak moral karena riba mengakibatkan si pemilik uang tidak 

mau bekerja keras melainkan hanya berpangku tangan mengharapkan 

hasil yang diperoleh dari riba. 

                                                   
103 Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2008), 243 dan 251 

                104 Ibid. 
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3) Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan uang dengan bunga yang 

sangat tingi. Hal ini tentu saja akan merusak sikap tolong-menolong, 

saling menghormati, sifat baik manusia dan juga rasa berhutang budi. 

4) Terjadi dikotomi antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang 

semakin miskin.
105

 

3. Kewajiban Nasabah 

Fatwa DSN yang lain mengatakan bahwa sebagai salah satu sarana 

peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran 

dana melalui prinsip al-Qarḍ, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada 

LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah.
106

 Dalam praktik 

program Mekaar di Desa Suru, pihak Mekaar dan nasabah telah melakukan 

kesepakatan sejak awal dilakukannya transaksi Mekaar. Diantaranya memuat 

persoalan kesepakatan mekanisme pengembalian pinjaman oleh nasabah kepada 

pihak Mekaar. 

Seperti halnya pemaparan pada bab sebelumnya, bahwa pengembalian 

uang dilakukan dengan sistem cicilan yang dilakukan seminggu sekali. Namun, 

dalam proses pelakasanaan program tersebut terdapat beberapa nasabah yang 

dengan sengaja tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut selama berbulan-

bulan. Sedangkan pihak mekaar dalam proses penarikan tidak dapat berbuat 

apapun selain ketentuan bahwa dikemudian akan diberikan sanksi kepada nasabah 

                                                   
105 Ibid. 
106 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,61. 
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yang menunggak tersebut berupa denda dan bunga dua kali lipat.
107

 

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan fatwa DSN yang telah penulis 

paparkan diawal. Dalam definisi Al-Qarḍ saja, peminjam wajib untuk 

mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang telah 

diberikan. Qarḍ sesuai dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No. 19/DSN-

MUI/IX/2000 mengacu pada ayat-ayat yang menerangkan kewajiban seorang 

pinjam untuk mengembalikan pinjaman
108

 tepat waktu, yakni : 

QS Al-Baqarah: 282 

اَ ٰـ أيٍَُّ اْْْٱنرَِيهَْْيَ  ُ ْ ْبِدَيۡهْ ْتدََايىَتمُْإذَِاْءَامَىُ ّٰ ّْأجََم ْ ْإنَِ سَمّ   ْۚٲڪۡتبُُُيُْفَْْمُّ  

“Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di 

tentukan, hendaklah kamu menuliskanya...”
109

 

QS. Al Maidah : 1 

اَ ٰـ أيٍَُّ اْْْٱنرَِيهَْْيَ  ُ فُُاْْْءَامَىُ َۡ ْۚبٲِنۡعُقُُدِْْأَ  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
110 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 107 Lidia, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 8 

Juni  2021 
108 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,61. 
109 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,70 
110 Ibid, 156 
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Pendapat ulama hadis 

a. Hadis Riwayat Muslim: 

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitanya di dunia, Allah 

akan melepaskan kesulitanya di hari kiamat, dan Allah senantiasa 

menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya” 

b. Hadis Riwayat Bukhari: 

“orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam 

pembayaran hutangnya”  

c. Hadis Riwayat Nasa‟i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal: 

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

menghalalkan harga diri dan memberikan saksi kepadanya” 

Maka dengan adanya fatwa dan ayat-ayat tersebut seorang peminjam harus 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. 

4. Dampak Praktik Pelaksanaan Program Mekaar  

 Menurut fatwa DSN tentang Lembaga Keuangan Islam (LKI) di samping 

sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang 

dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
111

 Sehingga bisa dikatakan 

segala program pinjaman yang diberikan oleh lembaga tertentu tidak boleh 

berorientasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya namun berdampak buruk 

bagi nasabah yang melakukan pinjaman. 

 Pelaksanaan program Mekaar memang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dengan melakukan pinjaman modal dan pembinaan oleh lembaga. 

                                                   
111 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis...,60. 
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Pada praktiknya di Desa Suru, program Mekaar lebih fokus pada pencarian 

nasabah yang akan berhutang namun mengesampingkan dalam hal peningkatan 

kesejahteraan melalui pembinaan. Berdasarkan data di lapangan, pihak Mekaar 

tidak pernah melakukan pembinaan baik yang sifatnya rutin maupun secara 

personal dari pihak mekaar kepada nasabah secara langsung seperti hal nya contoh 

kecil menanyakan progres pengembangan usaha juga tidak pernah dilakukan. 

Nasabah dalam program ini juga tidak wajib memberikan laporan terkait dengan 

perkembangan usahanya.
112

 Sehingga pihak Mekaar tidak dapat mengukur 

perkembangan taraf hidup nasabah. Maka, terkesan program Mekaar tersebut 

sangat jauh dengan tujuan awalnya yakni mensejahterahkan perempuan pra-

sejahtera karena program Mekaar terlihat seperti program hutang biasa yang 

hanya berorientasi pada komersial tanpa melihat pada dampak yang akan 

ditimbulkan. 

Selain itu dalam hal transaksi atau akad pada program mekaar juga 

terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan aturan. Di antaranya yaitu nasabah 

tidak diberikan kewajiban untuk membuat laporan terkait dengan perkembangan 

usaha yang sedang dirintis, bahkan nasabah masih bisa melakukan transaksi 

pinjaman Mekaar dengan cara pinjam KTP sehingga sebagian besar nasabah di 

desa  tersebut melakukan transaksi pinjaman di Mekaar berkali-kali bukan demi 

tujuan mengembangkan usaha, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gaya 

hidup semata. Oleh karena itu, apabila nasabah melakukan pinjaman berkali-kali 

maka bunga yang di dapat otomatis akan berlipat ganda.  

                                                   
112 Suswati, Wawancara, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, 

7 Maret 2021 
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 Akibat pengelolaan uang pinjaman oleh nasabah tidak terkontrol, nasabah 

di tempat tersebut banyak melakukan transaksi hutang dan menjadi 

ketergantungan. Dampaknya, terdapat banyak nasabah bukan menjadi semakin 

sejahtera melainkan lebih sengsara dan jatuh miskin. Ada pula di antaranya yang 

harus sampai menjual rumah dan aset-asetnya yang lain untuk membayar hutang. 

Sampai saat ini pun, nasabah masih mengandalkan hutang untuk membayar 

hutang sehingga ada sistem “gali lobang tutup lobang” atau “Melakukan hutang 

untuk membayar hutang lainnya”. Ada juga fenomena lain yang justru jatuh sakit 

atau emosinya tidak terkendali. 

 Pada dasarnya muamalah dilakukan agar memberikan manfaat atau 

maslahat bukan justru mendatangkan mafsadah bagi anggota. Seperti dalam 

kaidah fiqh yang berarti :” Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik 

datangnya kebaikan”. Maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang terdapat 

percampuran antara maslahat dan mafsadah, maka yang lebih diutamakan adalah 

menolak mafsadah atau mencega bahaya. 
113

 Dengan itu apabila dalam praktik 

program Mekaar kebaikan atau manfaat yang dihasilkan lebih kecil daripada 

keburukan atau bahaya yang ditimbulkan maka lebih baik dicegah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
113 https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

praktik program Mekaar di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong masih tidak 

selaras dengan tujuan dari program Mekaar itu sendiri. Dalam praktiknya, Mekaar 

di Desa Suru sangat mengesampingkan aspek pembinaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan nasabah. Di samping itu, terdapat pula praktik Mekaar di desa 

tersebut yang justru menyebabkan nasabah menjadi lebih sulit dan jauh dari tujuan 

adanya program Mekaar yakni untuk mensejahterakan wanita pra sejahtera. 

Dengan adanya praktik tersebut, berdasarkan analisis peneliti dengan 

menggunakan prespektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa praktik program 

Mekaar di desa tersebut hukumnya haram karena banyak bertentangan dengan 

ketentuan Islam sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur‟an, Hadits dan Fatwa 

DSN yang telah penulis jelaskan di dalam skripsi ini. Di antaranya seperti tidak 

transparan dan tidak jujur dalam transaksi, nasabah yang dengan sengaja tidak 

mengembalikan hutang, dan lebih banyak menimbulkan dampak buruk dari pada 

memberikan dampak yang positif. 

 

B. Saran  

1. Sebaiknya pihak program Mekaar harus bisa lebih teliti, ketat, patuh pada 

tujuan utama program dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran 

agama Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi 

kepada tim program Mekaar agar dapat berjalan dengan selaras dan mencega 
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terjadi kesalahpahaman. 

2. Diharap nasabah program Mekaar harus lebih bertanggungjawab dan menjaga 

komitmennya atas kesepakatan yang telah ditentukan. 
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